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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAI{TAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: t7o lob /SK-DPRD/I. 1 1/TUBABA/ 2o2L

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2O2O

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
T\rlang Bawang Barat tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tlrlang Bawang Barat Tahun
Anggaran 2O2A tehh selesai dilakukan Pembahasanya
oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas ,

DPRD Kabupaten Ttrlang Barat Barat perlu
menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Tulang Bawang Barat.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.

3.

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara . Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
perencanaan pembangunan nasional; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaZ\;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+ tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah dan
pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan kabupaten tulang bawang barat di
provinsi lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA8 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a93a\

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2All
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1; sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AH
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2A Nomor 245, Taurbahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubtk
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28l;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
, Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20Os
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a86al;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2AL4
tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 168 tahun 2A14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ZOLT tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind,onesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
l\Taa^-^ Do^r rL1i1- I-,{ ^-^-j^ \T^*^- R(\A 1 \.



2l.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Afi tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L06, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Z2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
' Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61781;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tarnbahan lembaran Negara
Repupblik Indonesia Nomor 62791;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20tg Nomor 42, Ta:atbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor \2A Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum
Daerah ( Berita nEgara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor L57;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a50);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tatrun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
17871;

29. Peratura.n Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 4 Tahun 20fi tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah ( L,embaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2OlL Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang BArat
Nomor 3);



30.

32.

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat ( L,embaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2016 Nomor L6, Tambahan kmbaran
daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 741

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 4 Tahun 2O2O

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2Ot6 tenta.ng Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2O2O Nomor 103, Tambahan l,embaran daerah
Kabupaten tulang Bawang Barat Nomor 135);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuylang Bawang Barat
Nomor 9 tahun 2OL9 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun Anggaran 2O2O ( Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2A19 Nomor 131);
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun Anggaran 2O2O ( kmbaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2O2O

Nomor 13a);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
T\.rlang Bawang Barat, Tanggal 12 April 2O2L

2. Hasil Rapat Paripurna Tanggal 2 Juni dar: 22 Juni
202L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten T[lang Bawang Barat
Tahun Anggaran 2O2O untuk diproses lebih lanjut dalam
rangka penetapanya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat sesuai peraturan Perundang
Undangan yang berlaku



KEDUA Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Juni 2A2l

WAKILAN RAIffAT DAERAH
TUI-ANG BAWANG BARAT

DEWAN PERWAKIL
KABUPATEN TUI-A]
KETUA,

_141
PONCO NUGROHO
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